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ABSTRACT 

Tax incentives are generally fiscal dorongan provided to taxpayers World Health 

Organization are experiencing difficulties with the aim of alleviating the tax burden on 

taxpayers. The tax incentives given this time are due to the Corona Virus Disease 2019 

pandemic which is spreading throughout the world and also Indonesia. To deal with the 

pandemic that has eroded the economy, the government issued many policies. One of the 

policies issued is tax incentives for taxpayers affected by the Corona Virus Disease 2019 

pandemic as stated in the Minister of Finance Regulation Number 9 atau PMK. 03 atau 

2021. The problems that will be studied in this thesis include to find out what are the policy 

factors provided by the government for the provision of tax incentives to taxpayers affected 

by the Covid- 19 Pandemic, how to regulate and implement the policy of providing Business 

Entity Tax Incentives based on the Regulation of the Minister of Finance Number. 9 atau 

PMK atau 03 atau 2021 The types of research used in this thesis are normative sah 

research( sah research) and empirical. The research technique obtained in this thesis is to 

conduct library research. A study conducted by collecting informasi related to the research 

topic in the form of primary sah materials, secondary sah materials, and tertiary sah 

entities It can be concluded that this COVID- 19 tax incentive can be a dorongan for the 

national economy. Due to the COVID- 19 outbreak in Indonesia, it disrupted the economic 

condition of taxpayers. The tax incentives provided can reduce the suffering of taxpayers 

World Health Organization are directly or indirectly affected by the COVID- 19 pandemic 

outbreak.  

Keywords: Corona Virus Disease 2019, Tax Incentives, Economic Stimulus 

 

 

ABSTRAK 

Insentif pajak pada biasanya ialah dorongan pajak yang diserahkan pada harus pajak yang 

lagi hadapi kesusahan dengan tujuan supaya memudahkan bobot pajak yang ada pada Harus 

Pajak. Insentif pajak yang diserahkan kali ini disebabkan terdapatnya pendemi Corona 

Virus Disease 2019 yang berjangkit diseluruh bumi serta pula Indonesia. Buat mengalami 

endemi yang menggerus perekonomian teresebut hingga penguasa menghasilkan banyak 

kebijaksanaan. Salah satu kebijaksanaan yang dikeluarkan merupakan insentif pajak untuk 

Harus Pajak terdampak endemi Corona Virus Disease 2019 yang tertera dalam Peraturan 

Menteri Finansial No 9 atau PMK. 03 atau 2021. Permasalan yang hendak diawasi dalam 

Riset ini antara lain buat mengenali apa saja aspek– aspek kebijaksanaan yang diserahkan 
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oleh penguasa atas pemberian insentif pajak pada Harus Pajak yang terdampak Endemi 

Covid- 19, gimana pengaturan serta aplikasi kebijaksanaan pemberian Insentif Pajak Tubuh 

Upaya bersumber pada Peraturan Menteri Finansial No. 9 atau PMK atau 03 atau 2021 Tipe 

riset yang dipakai pada Riset ini merupakan riset hukum normative( sah research) serta 

empiris. Metode riset yang didapat pada Riset ini merupakan dengan melaksanakan riset 

daftar pustaka( library research). Suatu riset yang dicoba dengan metode mengakulasi 

informasi yang berhubungan dengan poin riset berbentuk materi hukum pokok, materi 

hukum inferior, serta tubuh hukum tersier Bisa didapat kesimpulan kalau insentif pajak 

COVID- 19 ini bisa jadi dorongan perekonomian nasional. Sebab COVID- 19 yang 

berjangkit di Indonesia mencampuradukkan situasi perekonomian Harus Pajak. Insentif 

pajak yang diserahkan bisa kurangi beban Harus Pajak yang terdampak dengan cara 

langsung ataupun tidak langsung dengan terdapatnya wabah endemi COVID- 19 ini.   

Kata Kunci: Corona Virus Disease 2019, Insentif Pajak, Stimulus Perekonomian 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Pajak ialah zona yang amat 

mempengaruhi dalam perekonomian suatu 

negeri. Dapat dibilang dengan melindungi 

pendapatan dari perpajakan hingga sesuatu 

negeri bisa melindungi kemantapan 

ekonomi negaranya. Pajak merupakan 

partisipasi harus pada negeri yang terutang 

oleh orang individu ataupun tubuh yang 

bertabiat memforsir bersumber pada 

Hukum, dengan tidak memperoleh balasan 

dengan cara langsung serta dipakai buat 

kebutuhan negeri untuk sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Pajak dalam pemungutannya 

bertabiat memforsir, alhasil di perlukan 

parasut hukum dalam pengaplikasiannya. 

Oleh sebab itu, pajak bersama bea lain yang 

memforsir diatur kedalam 

Hukum. Tiap negeri yang sanggup 

mengakulasi pajak dari tiap masyarakat 

negaranya bisa menggunakan pajak itu buat 

melindungi kemantapan perekonomian 

suatu negeri. Bank Bumi membagikan 

evaluasi kalau negeri Indonesia ialah negeri 

yang mempunyai pendapatan negeri yang 

sangat kecil dibanding dengan negara- 

negara di Asia serta G203. Dengan adanya 

evaluasi itu bisa dijadikan oleh penguasa 

Indonesia buat memperbaiki kebijkan- 

kebijakan yang dikeluarkan dalam zona 

perpajakan. Lewat kebijaksanaan yang pas 

target hingga pemasukan negeri dalam zona 

perpajakan bisa di genjot buat kenaikan 

pemasukan negeri. Pemungutan pajak ini 

bila dibanding dengan pangkal pemasukan 

negeri yang lain, pajak merupakan pangkal 

pemasukan negeri yang mempunyai efek 

sangat kecil dalam praktiknya. Hendak 

namun bila tidak betul dalam 

pengelolaannya hingga pajak bisa 

memunculkan akibat yang minus untuk 

upaya, sebab dengan cara perhitungan 

pajak bisa mempunyai watak konstraktif. 

Dikala ini bumi tengah mengalami 

kasus yang lumayan rumit, disebabkan 

mewabahnya Corona Virus Diseases 2019. 

Virus itu tidak cuma melanda negeri pada 

zona kesehatan saja namun pula melanda 

pada zona ekonomi. Dalam usaha 

penyembuhan ekonomi nasional, penguasa 

sudah mengutip kebijaksanaan bagus 

kebijaksanaan pajak serta kebijaksanaan 

moneter yang menyeluruh. Penguasa 

membagikan dorongan pajak buat 

penindakan Covid- 19 di bermacam zona 

antara lain zona kesehatan, jaring 

pengaman sosial, sokongan pabrik, serta 

kebijaksanaan program Penyembuhan 

Ekonomi Nasional( Pena). Penguasa pula 

sudah membagikan anggaran APBN buat 

penyembuhan ekonomi sebesar Rp 695, 2 

triliun, diharapkan ekonomi nasional 

berkembang positif alhasil kontraksi tahun 

2020 dapat ditekan seminim bisa jadi serta 

diharapkan pula ekonomi nasional akan 

Ditengah endemi yang lagi terjalin 

pada dikala ini pasti saja penguasa 

mempersiapkan kebijkan- kebijakan yang 

bisa menanggulangi kasus yang mencuat 
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dalam sistem perpajakan dampak 

terdapatnya endemi virus corona. Salah 

satu kebijaksanaan yang dikeluarkan 

pemerintah merupakan insetif dalam aspek 

berpajakan. Insentif dengan cara biasa 

dimaksud selaku bonus pemasukan buat 

tingkatkan antusiasme kegiatan. Insentif 

Pemungutan Pajak serta Pungutan yang 

berikutnya diucap Insentif merupakan 

bonus pemasukan yang diserahkan selaku 

apresiasi atas kemampuan khusus dalam 

melakukan pemungutan Pajak serta 

Pungutan.  

Penguasa lewat Kementrian 

Finansial membagikan bermacam fasilitas 

insentif pajak untuk harus pajak lewat 

peraturan 9 atau PMK. 03 atau 2021 

Bertepatan pada penentuan 01 Februari 

2021, dimana Penguasa Mencabut 

Peraturan Menteri Finansial No 86 atau 

PMK. 03 atau 2020 mengenai Insentif 

Pajak Buat Harus Pajak Terdampak 

Endemi Corona Virus Disease 2019 serta 

110 atau PMK. 03 atau 2020 mengenai 

Pergantian Atas Peraturan Menteri Pajak 

Terdampak Endemi Corona Virus Desease 

2019. Ada pula sarana yang diserahkan 

oleh penguasa buat Peraturan Menteri 

Finansial Nomor 9 atau PMK. 03 atau 2021 

ialah Insentif PPh Artikel 21 dengan 

Finansial No 86 atau PMK. 03 atau 2020 

Mengenai Insentif Pajak Buat Harus pajak 

terdampak pandemi Corona Virus Desease 

2019 

Adapun sarana yang diserahkan oleh 

penguasa buat Peraturan Menteri Finansial 

Nomor 9 atau PMK. 03 atau 2021 ialah 

insentif PPh Artikel 21 dengan1. 189 KLU( 

pengelompokan alun- alun upaya), PPh 

Akhir UMKM, PPh Artikel 22 

Memasukkan dengan 730 KLU, PPh 

Artikel 25 Cicilan dengan 1. 018 KLU, 

PPN dengan 725 KLU, serta PPh Akhir 

Pelayanan Arsitektur. Insentif yang 

dikeluarkan oleh penguasa ini tujuannya 

merupakan buat jadi dorongan 

perekonomian negeri. Insentif pajak yang 

dikeluarkan merupakan salah satu aspek 

yang dapat diharapkan sanggup tingkatkan 

antusiasme situasi hawa pemodalan kearah 

yang mendukung serta sanggup menolong 

laju aksi cakra perekonomian negeri. 

Pemberian insentif pajak pula wajib 

pas target alhasil insentif yang dikeluarkan 

oleh penguasa bisa betul- betul berguna 

untuk harus pajak. Dalam prinsip hukum 

pajak wajib memandang dari bagian 

kesamarataan serta netralitas untuk harus 

pajak, alhasil insentif pajak yang 

dikeluarkan hendak merujuk pada 

kesamarataan serta netralitas itu. Dengan 

terdapatnya referensi dalam pemberian 

insentif pajak hingga dapat mempermudah 

penguasa dalan membagikan insentif pajak 

yang pas target untuk harus buat dorongan 

perekonomian nasional. 

Corona menimbulkan perekonomian 

layuh, sehabis itu pajak timbul untuk 

menstabilkannya. Penguasa tidak hanya 

bagikan kelapangan pajak tetapi pula 

memberikan insentif pajak buat wajib 

pajak. Insentif pajak bukan yakni Mengenai 

terbaru dalam alam perpajakan di 

indonesia. Penguasa baik pusat atau area 

telah banyak menciptakan peraturan- 

peraturan yang berkaitan dengan insentif 

pajak. 

Di tengah epidemi yang lagi berjalan 

ini penguasa pula menciptakan peraturan 

perihal insentif pajak yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Keuangan No. 9 ataupun 

PMK. 03 ataupun 2021 Hal Insentif Pajak 

buat Wajib Pajak yang Terdampak Corona 

Virus Diseases 2019. Kebijaksanaan 

insentif pajak ini tentu amat pengaruhi pada 

pemasukan negara dari alam pajak. Akan 

tetapi pemberlakuan kebijaksanaan insentif 

pajak buat wajib pajak ini dapat 

mengurangi akibat domino dari COVID- 19 

pada perekonomian nasional. 11 Penguasa 

melalui kebijaksanaan itu telah menyiapkan 

paket- paket berlaku seperti desakan 

perekonomian nasional dan membantu 

mempermudah berat wajib pajak dalam 

melunaskan pajak. Menteri Keuangan( 

Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berikan 

ketahui realisasi pemasukan pajak 

sepanjang tahun 2020 sebesar 1. 070 triliun. 

Angka itu kontraksi 19, 7% dibandingkan 

realisasi pada 2019 yang mencapai Rp. 1. 
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332, 7 trilliun. Kontraksi pemasukan itu 

berlaku seperti dampak berlanjutnya 

pelemahan ekonomi akibat epidemi covid– 

19. Dari target pemasukan pajak yang 

dipatok sebesar Rp. 1. 198. 8 triliun 

sedemikian itu pula tercetak dalam 

peraturan kepala negeri( Perpres) Nomor 72 

tahun 2020 terkait wujud tubuh APBN 

tahun kalkulasi 2020. 

Apabila memandang realisasi 

perpajakan yang terkontraksi akibat 

epidemi yang terangkai sampai penguasa 

dengan cepat menciptakan kebijaksanaan 

insentif pajak untuk menggenjot 

pemasukan pajak negara. Berbagai paket 

telah disiapkan untuk jadi desakan buat 

perekonomian negara. Disisi lain sesudah 

memberikan insentif pajak tentu saja 

penguasa harus memprioritaskan pada 

realisasi insentif pajak yang telah 

diserahkan oleh negara pada wajib pajak. 

Mengenai ini berarti untuk mengukur ke 

efektifitasan insentif pajak dalam hadapi 

epidemi. Penguasa sendiri telah menulis 

realisasi pemberian insentif untuk alam 

usaha tahun 2020 sebesar Rp. 56, 12 triliun. 

Penguasa melalui Unit Keuangan( 

Kemenkeu) memberi tahu alat insentif 

untuk alam usaha dalam program 

penindakan epidemi Covid– 19 dan 

pengobatan ekonomi nasional( Pen) tahun 

2021 ialah Rp. 53, 86 triliun. Penguasa 

bercita- cita, pemberian insentif ini dapat 

membantu pengobatan alam usaha lebih 

cepat ditengah epidemi.  

Penguasa sedang menaikkan insentif 

sebab memikirkan bumi upaya. Antara lain, 

insentif berbentuk korting pajak pemasaran 

atas barangmewah( PPnBM) yang dijamin 

penguasa( DTP) buat alat transportasi 

bermotor yang hendak legal Maret– 

Desember 2021. Buat PPnBM 

DTP disektor otomotif, penguasa 

mempersiapkan perhitungan sebesar Rp. 2, 

99 triliun. Setelah itu pagu perhitungan 

insentif yang lain menggapai Rp. 12, 3 

triliun. Dengan sedemikian itu, keseluruhan 

pagu insentif upaya tahun 2021 ini 

menggapai Rp. 53, 86 tirliun. Mengenang 

sedang sedikitnya realisasi insentif pajak 

yang diserahkan pada pelakon upaya pasti 

saja membuat penguasa spesialnya 

Departemen Finansial buat lalu menggenjot 

realisasi pemberian insentif pajak pada 

pelakon upaya. Tidak hanya hendak 

memudahkan bobot harus pajak dalam 

mengahapi endemi pasti saja pemberian 

insentif pajak ini pula buat tingkatkan 

pendapatan pajak negeri. 

 

Didalam Peraturan Menteri Finansial 

Nomor. 9 atau PMK. 03 atau 2021 

dituturkan pemberian insentif pajak 

diserahkan berbentuk Insentif PPh Artikel 

21, insentif PPh akhir Bersumber pada 

Peraturan Penguasa Nomor. 23 Tahun 

2018, insentif PPh Akhir Pelayanan 

Arsitektur, insentif PPh artikel 22 

Memasukkan, insentif Cicilan PPh Artikel 

25, serta insentif PPN. Tidak hanya selaku 

dorongan untuk perekonomian nasional 

pemberian insentif ini pula diharapkan 

sanggup tingkatkan antusiasme harus pajak 

dalam melaksanakan upaya serta menolong 

kurangi bobot yang dialami oleh harus 

pajak dalam mengalami endemi yang 

berjalan. 

Pasti saja keberlangsungan upaya 

harus pajak ialah suatu yang amat dicermati 

oleh penguasa. Alhasil pemberian insentif 

pajak oleh penguasa disebabkan perlunya 

melindungi situasi perekonomian nasional 

serta keberlangsungan upaya harus pajak. 

Atas uraian diatas, sampai 

permasalahan yang akan diangkat dalam 

kategorisasi Studi ini ialah perihal 

Pemikiran Hukum Pajak Hal Pemberian 

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Yang 

Terdampak Epidemi Covid- 19 Sesuai 

Dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 9 

ataupun PMK. 03 ataupun 2021.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

PengertianPajak 

Memandang dari UU KUHP 

dapat kita temui maksud pajak ialah 

kontibusi wajib pada negara yang 

terutang oleh orang orang atau badan 

yang beradat memforsir berasal pada 

hukum, dengan tidak mendapatkan 
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jawaban dengan metode langsung dan 

digunakan untuk keinginan negara buat 

sebesar- besarnya kelimpahan orang.  

Pajak dari bagian hukum ialah habitat 

yang lahir bersumber pada hukum 

setelah itu mengharuskan seorang yang 

disebabkan sudah penuhi syarat- syarat 

khusus yang bisa di pakai pajak, alhasil 

diharuskan kepadanya buat 

membayarkan beberapa duit pada kas 

negeri buat tujuan kemantapan 

ekonomi. 

Poin Pajak. Poin pajak 

merupakan orang ataupun tubuh hukum 

yang mempunyai peranan buat melunasi 

pajak pada negeri. Dengan cara biasa 

poin pajak terdapat 3, ialah:  

1). Orang Individu, ialah orang yang 

bertempat bermukim ataupun 

beralamat di Indonesia. 

 

2). Tubuh, bagus bagi hukum awas 

ataupun tubuh yang sudah penuhi 

hak peranan hukum. 

 

3). Orang ataupun tubuh yang tidak 

terletak di Indonesia namun 

mempunyai perwakilan, agen serta 

managemen di Indonesia serta 

berperan selaku agen upaya di 

Indonesia.  

ObjekPajak. 

Subjek pajak merupakan pemasukan 

dimana pemasukan itu di artikan selaku tiap 

keahlian ekonomi yang di bisa Harus Pajak, 

bagus itu berawal dari Indonesia atau dari 

luar Indonesia. Keahlian itu bisa di 

maanfaatkan selaku mengkonsumsi 

ataupun menaikkan kekayaan Harus Pajak 

dengan julukan ataupun dalam wujud 

apapun.  

Tarif Pajak 
Pemungutan pajak tidak terbebas 

dari kesamarataan. Kesamarataan itu 

bisa dilahirkan dengan melindungi 

kesimbangan sosial serta keselamatan 

warga, sedemikian itu pula dalam 

determinasi bayaran pajak wajib 

bersumber pada kesamarataan. 

Bersumber pada arti bayaran pajak 

merupakan besaran pemasukan yang di 

dapat.   

 

3. METODE PENELITIAN 

Ada pula tata cara riset yang 

digunakan dalam Riset ini merupakan 

ialah: 

1. Tipe riset. 

Penyusunan dalam Riset ini 

memakai tipe riset hukum normatif serta 

riset hukum empiris yang digabungkan. 

Riset hukum normatif merupakan 

serangkaian aktivitas yang dicoba buat 

memperoleh rujukan kepada suatu kasus 

yang dinaikan dengan merujuk pada 

materi- materi hukum yang terdapat. 

Riset hukum normatif ini berperan buat 

membagikan alas atau injakan dengan 

cara yuridis bila terjalin suatu 

kehampaan, kekacauan ataupun 

bentrokan norma. 

Riset hukum empiris merupakan 

riset yang memakai informasi pokok atau 

bawah, ialah informasi yang diperoleh 

lengsung dari warga selaku pangkal awal. 

Informasi itu diperoleh dengan memakai 

riset alun- alun semacam wawancara28. 

riset hukum empiris ini berperan buat 

mengukur ke efektifitasan sesuatu 

produk hukum legal didalam kehidupan 

warga. 

2. Pangkal Informasi. 

Dalam suatu riset serta penyusunan 

pasti saja menginginkan pangkal 

informasi buat jadi referensi dalam 

melaksanakan riset serta penyusunan. 

Ada pula yang diartikan dengan pangkal 

informasi adalah materi- materi yang 

berupa catatan ataupun penjelasan dari 

banyak orang yang melihat ataupun 

hadapi sesuatu insiden serta pula dapat 

berbentuk rekaman atas insiden tersebut 

Pangkal informasi yang dipakai 

dalam riset ini ialah:  

1) Bahan HukumPrimer. 

Materi hukum pokok merupakan 
materi- materi hukum yang berawal dari 

pangkal hukum dalam maksud formil 

yang berupa tercatat ialah hukum, 

yurisprudensi, serta traktat. Ada pula 
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materi hukum pokok yang dipakai dalam 
penyusunan Riset ini merupakan:  

1. Hukum Bawah Negeri Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Hukum No 6 Tahun 1983 Mengenai 

Determinasi Biasa serta Aturan 

Metode Perpajakan. 

3. Hukum No 7 Tahun 1983 Mengenai 

Pajak Pemasukan. 

4. Peraturan Menteri Finansial No 9 

atau PMK. 03 atau 2021 Mengenai 

Insentif Pajak Untuk Harus Pajak 

Terdampak Endemi Corona Virus 

Disease 2019. 

5. Hukum No 42 Tahun 2009 Mengenai 

Pajak Pertambahan Angka. 

6. Pesan Brosur Direktorat Jenderal 

Pajak No 47 Mengenai Petunjuk 

Penerapan 9 atau PMK. 03 atau 2021 

Mengenai Insentif Pajak Untuk Harus 

Pajak Terdampak Endemi Corona 

Virus Disease 2019.  

2) Bahan HukumSekunder. 

  Materi hukum inferior ialah materi 

hukum yang dipakai buat memenuhi materi 

hukum pokok dalam penyusunan. Materi 

hukum inferior ini di miliki dari aktivitas 

penilitian, pandangan para ahli hukum serta 

lain- lain.  

3) Bahan HukumTersier. 
Materi hukum tersier merupakan 

materi hukum yang membagikan 

penjelasan serta arah hal materi hukum 

pokok serta materi hukum inferior. 

Materi hukum tersier ini diperoleh dari 

kamus hukum, majalah, informasi online 

serta lain lain.  

3. Teknik PengumpulanData. 

 Dalam melaksanakan 

penyusunan Riset ini pengarang 

menggunakan riset daftar pustaka( 

normatif). Riset daftar pustaka yang dicoba 

oleh pengarang mencakup aktivitas riset 

kepada buku- buku terpaut setelah itu 

dicoba analisa dari buku- buku itu buat jadi 

rujukan dari Riset yang ditulis ini. Tidak 

hanya mempelajari serta menganalisa buku- 

buku, pengarang pula melaksanakan analisa 

kepada peraturan perundang- undangan 

yang berhubungan dengan penyusunan 

Riset ini. Sedemikian itu pula dengan 

jurnal- jurnal serta buatan objektif yang 

lain. 

Analisa informasi yang dicoba 

ialah dengan metode memadukan sumber- 

sumber informasi yang diterima buat bisa 

diatur serta didapat bagian yang berarti 

serta bagian yang bisa di maanfaatkan 

selaku materi rujukan dalam penyusunan 

Riset ini. Analisa informasi yang dipakai 

yaitu dengan memakai tata cara kualitatif. 

Tujuan memakai tata cara 

kualitatif supaya pengarang bisa menata 

atau mengerahkan materi yang diterima 

kedalam penyusunan Riset ini.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Faktor Penghambat 

pemberian Insentif Pajak 

Serupa perihalnya dengan 

pemugutan pajak, pasti dalam 

pemberian insentif pajak pula pasti 

hendak hadapi halangan. Dalam aplikasi 

ataupun realisasi Peraturan Menteri 

finansial Nomor. 9 atau PMK. 03 atau 

2021 pula menemui halangan. 

1. Faktor Penghambat. 

Halangan dalam aplikasi realisasi 

insentif pajak buat harus pajak 

berbentuk Harus Pajak yang belum 

seluruhnya memahami ataupun 

mengenali insentif perpajakan yang 

diserahkan serta dapat digunakan oleh 

harus pajak dalam mengalami suasana 

endemi COVID- 19. Uraian hal 

pemakaian ataupun insentif pajak 

memanglah wajib lalu digenjot oleh 

aparat perpajakan buat membenarkan 

tiap Harus Pajak bisa menikmati sarana 

perpajakan yang diserahkan oleh 

penguasa. 

Buat mengalami halangan itu 

KPP(Kantor Jasa Pajak) Lalu 

melaksanakan pemasyarakatan bagus 

lewat metode online ataupun metode 

offline pada Harus Pajak yang berkuasa 

memperoleh insentif pajak buat 

memakai hak nya ataupun 

menggunakan insentif pajak yang sudah 
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diserahkan oleh penguasa. 

Buat mempermudah pemakaian dan 

peliputan realisasi eksploitasi insentif 

pajak, departemen finansial dalam 

perihal ini Direktorat Jenderal Pajak 

sudah mempersiapkan sistem peliputan 

lewat online ialah e- Reporting Insentif 

COVID- 19. 

Diharapkan dengan terdapatnya 

sistem yang sudah terbuat itu harus 

pajak jadi gampang dalam menguasai 

Insentif Pajak COVID- 19 ini, serta pula 

mempermudah Harus Pajak buat 

memberi tahu eksploitasi yang sudah 

digunakan, alhasil Direktorat Jenderak 

Pajak mempunyai informasi buat 

membagi jumlah insentif yang 

disalurkan serta pula jumlah eksploitasi 

insentif pajak yang sudah diserahkan.  

2. Fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah dalam Insentif 

PajakCOVID-19. 

Sarana yang diserahkan oleh penguasa 

dalam pemberian insentif pajak COVID- 

19 ini ialah sosialisai bagus yang dicoba 

lewat alat era semacam tv, surat kabar 

ataupun informasi online. Tidak hanya itu 

KPP( Kantor Jasa Pajak) yang bekerja 

selaku media jasa pajak pula 

mensosialisasikan insentif pajak COVID- 

19 pada Harus Pajak. Konseling ataupun 

pemasyarakatan yang dicoba KPP 

merupakan dengan memakai metode 

online serta pula metode offline pada harus 

pajak yang berkuasa menyambut insentif 

pajak COVID- 19. 

Sesudah itu dalam perpajakan, 

perlengkapan insentif pajak yang 

diserahkan oleh penguasa buat Harus Pajak 

yang terdampak oleh Endemi Corona Virus 

Disease 2019 yakni perlengkapan 

berbentuk pemberian insentif pajak PPh 

Artikel 21 Ditentukan Penguasa, Insentif 

PPh Akhir berawal pada Peraturan 

Penguasa Nomor. 23 Tahun 2018, Insentif 

PPh Akhir Pelayanan Arsitektur, 

Pembebasan PPh Artikel 22 Memasukkan, 

Depresiasi PPh Artikel 25 serta Restitusi 

PPN dipercepat. Seluruh perlengkapan ini 

sudah dituangkan seberinda dalam 

Peraturan Menteri Finansial No 9 atau 

PMK. 03 atau 2021Tentang Insentif Pajak 

Untuk Harus Pajak Terdampak Endemi 

Corona Virus Disease 2019. 

2. Implikasi Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 

Sebagai Dasar Hukum Untuk 

Memberikan Insentif Pajak Bagi 

Wajib Pajak  

Kebijaksanaan yang diaplikasikan 

penguasa pasti hendak mempunyai 

implikasikepada tiap masyarakat negeri 

Indonesia. Sedemikian itu pula 

kebijaksanaan Insentif Pajak buat harus 

pajak yang terdampak endemi COVID- 19 

pasti memilki akibat tertentu untuk harus 

pajak yang upaya nya ataupun dirinya 

sendiri terdampak endemi COVID- 19 ini. 

1. Khasiat Insentif Pajak. 

Khasiat yang dialami oleh harus 

pajak dengan terdapatnya insentif pajak 

COVID- 19 ini berakibat besar. Diawali 

dengan penyusutan bayaran sampai 

pembebasan pajak, pemberian insentif 

pajak itu bisa menghasilkan kenaikan 

pemasukan harus pajak pada dikala endemi 

ini berjalan serta pula bisa melindungi 

kemantapan ekonomi harus pajak sendiri. 

Khasiat insentif pajak kali ini untuk harus 

pajak ialah harus pajak bisa melindungi 

kesinambungan usahanya sebab harus 

pajak tidak butuh melaksanakan 

pemasukan pajak begitu juga diatur dalam 

Nomor. 9 atau PMK. 03 atau 2021 alhasil 

diharapakan insentif pajak ini bisa kurangi 

bobot upaya harus pajak serta melindungi 

cashflow upaya harus pajak. Tidak hanya 

itu harus pajak merasakan benar kalau 

dengan terdapatnya insentif pajak untuk 

harus pajak ini membagikan kemantapan 

pada ekonomi harus pajak sendiri dan 

sanggup melindungi energi beli dari harus 

pajak di tengah angin besar endemi 

COVID-19 yang tengah menyerang 

Indonesia. 

Insentif pajak yang diserahkan oleh 

penguasa kali ini betul betul menolong 

harus pajak dalam melindungi situasi 

perekonomian serta pula kemantapan 

energi beli warga alhasil bisa melindungi 
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jalannya cakra perekonomian negeri 

supaya senantiasa hidup. 

2. Akibat Insentif pajak. 

Bila ucapan akibat pasti perihal ini tidak 

jauh berlainan dengan khasiat dari insentif 

pajak. Insentif pajak yang diserahkan kali 

ini mempunyai akibat yang berlainan dari 

bagian harus pajak selaku akseptor insentif 

serta Kantor Jasa Pajak selaku 

penjalanregulasi. Akibat yang dialami oleh 

Kantor Jasa Pajak merupakan akibat yang 

dialami dari bagian pendapatan pajak pada 

Kantor Jasa Pajak merupakan 

berkurangnya pendapatan pajak dari zona 

pajak yang diserahkan kebijaksanaan 

insentif pajak. 

3. Insentif Pajak Sebagai Stimulus 

Perekonomian Nasional Akibat 

Corona  Virus Disease 2019 di 

KotaMedan 

Dengan cara filosofi terdapat 2 

kebijaksanaan yang bisa didapat dalam 

melaksanakan campur tangan kepada 

perekonomian di tengah wabah ini, ialah 

kebijaksanaan moneter serta kebijaksanaan 

pajak. Bank esensial lewat kebijaksanaan 

moneter melaksanakan campur tangan 

kepada perekonomian dengan menata 

jumlah duit yang tersebar bagus dengan 

menaikkan duit yang tersebar ataupun 

menguranginya. Berikutnya penguasa 

dengan kebijaksanaan pajak nya 

melaksanakan campur tangan kepada 

perekonomian dengan dorongan pajak, 

semacam insentif pajak serta pengeluaran 

penguasa. 

Terdapat 3 situasi yang wajib 

dicermati supaya insentif pajak selaku 

dorongan pajak bisa berjalan bagus. Awal, 

durasi. Dorongan pajak semacam insentif 

pajak wajib dicoba pada dikala yang pas. 

Membagikan dorongan pada durasi yang 

telanjur ataupun apalagi pada dikala 

perekonomian mulai pulih bisa tingkatkan 

inflasi. Kedua, target. Dorongan pajak 

berbentuk insentif pajak yang diserahkan 

oleh permerintah wajib menyimpang 

warga yang betul- betul terdampak dengan 

terdapatnya endemi COVID- 19 ini. 

Ketiga, antara durasi. 

Durasi pemberian dorongan 

perekomian yang sangat lama bisa 

menimbulkan akibat minus kepada 

perkembangan ekonomi jangkapanjang. 

Bila merujuk pada 3 situasi itu hingga 

dapat dibilang insentif pajak selaku 

dorongan perekonomian yang diserahkan 

oleh penguasa telah berjalan dengan bagus. 

Insentif pajak COVID- 19 yang diserahkan 

lewat Peratuaran Menteri Finansial No 9 

atau PMK. 03 atau 2021 sudah disusun 

sedemikian bagus dengan melibatkan 

ketentuan dan pengelompokan upaya yang 

bisa memakai insentif pajak COVID- 19 

ini. Durasi pemberian insentif pajak yang 

diberlakukan kala endemi mulai berjangkit 

di Indonesia ialah durasi yang pas serta 

pemberian insentif yang memilki antara 

durasi sampai Juni 2021 ialah durasi yang 

pas. 

Faktor- aspek kebijaksanaan yang 

diserahkan oleh Penguasa atas pemberian 

Insetif Pajak pada Harus Pajak yang 

terdampak Covid– 19 yang pengaturan nya 

tertuang dalam Peraturan Menteri Finansial 

No 9 atau PMK. 03 atau 2021 merupakan 

Penguasa memanglah wajib 

mensupport seluruh pengeluaran yang 

dicoba buat penangkalan, penyebaran serta 

mitigasi virus. Tetapi, disisi lain pekerja 

pada zona ekonomi hadapi beban serta 

tidak sanggup melaksanakan public healt 

semacam PSBB. 

Dengan terdapatnya insentif pajak 

untuk harus pajak diharapkan bisa kurangi 

beban yang dirasakan oleh para warga 

yang terdampak langsung ataupun tidak 

langsung dampak adanya endemi Corona 

Virus Disease 2019 ini. 

Aplikasi insentif pajak untuk harus 

pajak terdampak endemi COVID- 19 di 

Indonesia telah berjalan dengan bagus 

walaupun terdapat sebagian perihal yang 

sedang kurang semacam sedang sedikitnya 

pemberian realisasi insentif pajak yang 

diserahkan serta sedang terdapat harus 

pajak yang belum menguasai gimana 

insentif pajak COVID- 19 yang diserahkan 

ini. Pasti saja aplikasi insentif pajak yang 

diserahkan kali ini wajib merujuk pada 
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determinasi biasa perpajakan yang ada 

dalam Hukum No 6 Tahun 1983 Mengenai 

Determinasi Biasa serta Aturan Metode 

Perpajakan sebagaiman terakhir diganti 

dengan Hukum No 16 Tahun2009. 

Insentif pajak yang diserahkan ini ialah 

bayangan dari aplikasi ketentuan 

pemungutan pajak. Kalau pemungutan 

pajak tidak bisa mengusik situasi 

perekonomian. Dengan situasi endemi 

yang tengah berjangkit ini pasti saja 

pemungutan pajak hendak terasa berat 

untuk harus pajak yang lagi hadapi beban 

dengan situasi ekonomi yang memburuk 

dampak endemi ini. Alhasil dengan cara 

tidak langsung hingga dalam pemungutan 

pajak hendak menemui halangan 

berbentuk“ Perlawanan Adem ayem” yang 

terjalin sebab situasi bentuk ekonomi 

negeri. Dengan adanya insentfi pajak 

ditengah wabah yang lagi berjalan bisa 

kurangi bobot yang dirasakan oleh harus 

pajak dan harus pajak senantiasa dapat 

melindungi keberlangsungan usahanya. 

Tidak hanya membagikan insentif 

pajak untuk harus pajak yang terdampak 

endemi COVID- 19, Departemen Finansial 

dalam perihal ini Direktorat Jenderal Pajak 

membagikan keringanan untuk harus pajak 

dalam melaksanakan peliputan eksploitasi 

insentif pajak dengan mengakses halaman 

e- Reporting Insentif Pajak COVID- 19. 

Dalam aplikasi kebijaksanaan insentif 

pajak memanglah tidak senantiasa berjalan 

lembut senantiasa terdapat halangan yang 

jadi penghalang. 

Halangan itu disebabkan terdapat 

harus pajak yang belum mengenali hal 

Insentif Pajak COVID- 19 ini. Alhasil 

realisasi insentif pajak kali ini sedang 

hadapi halangan. Hendak namun walaupun 

banyak halangan yang ditemui, ketetapan 

membagikan insentif pajak selaku 

dorongan perekonomian ditengah endemi 

ini ialah jalur yang pas sebab bisa 

menolong harus pajak yang tengah hadapi 

kesusahan serta melindungi kemantapan 

perekonomian sebab terjaganya energi beli 

harus pajak dengan terdapatnya insentif 

pajak ini. 

5.  SIMPULAN 

1. Faktor- aspek kebijaksanaan 

yang diserahkan oleh Penguasa 

atas pemberian Insetif Pajak 

pada Harus Pajak yang 

terdampak Covid– 19 yang 

pengaturan nya tertuang dalam 

Peraturan Menteri Finansial No 

9 atau PMK. 03 atau 2021 

merupakan:  

a) Insentif PPh Artikel 21 

b) Insentif PPh Akhir 
Bersumber pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 

c) Insentif PPh Akhir Pelayanan 

Konstruksi 

d) Insentif PPh Artikel 22 
Import 

e)  Insentif Cicilan PPh Psl 25 
Insentif PPN  

Sebenarnya alibi 

bawah pemerintah memberikan insentif 

pajak untuk harus pajak terdampak 

pandemi COVID- 19 merupakan buat 

menjaga stabilitas perekonomian negeri. 

Sebab COVID- 19 yang berjangkit di 

Indonesia mencampur adukkan situasi 

perekonomian negeri serta situasi 

perekonomian harus pajak. Insentif pajak 

COVID- 19 diatur dalam Peraturan 

Menteri Finansial No 9 atau PMK. 03 

atau 2021 Mengenai Insentif Pajak 

Untuk Harus Pajak terdampak Endemi 

Corona Virus Disease 2019. Insentif 

Pajak amat berguna buat menolong 

menanggulangi akibat kritis dampak 

endemi Covid- 19. Oleh sebab itu, 

penguasa meresmikan bermacam insentif 

pajak. Tujuan dari pemberian Insentif 

Pajak sepanjang era endemi antara lain 

buat mensupport demand( berbelanja) 

warga, serta sokongan cashflow.   

1. Penguasa memutuskan ketentuan 

terpaut perkembangan Insentif 

Pajak buat harus pajak 

terdampak endemi Corona Virus 

Disease 2019( Covid- 19). 

Kebijaksanaan itu ialah tahap 

pas penguasa dalam memencet 
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akibat endemi Covid- 19. Sarana 

pajak pemasukan bisa 

melindungi energi beli warga 

serta memantapkan arus kas 

industri. Tidak hanya itu, 

bermacam insentif pajak 

diharapkan bisa menarik 

penanam modal ke Indonesia. 

2. Sebenarnya aplikasi Peraturan 
Menteri Finansial No 9 atau 

PMK. 03 atau 2021 Mengenai 

Insentif Pajak Untuk Harus 

Pajak Terdampak Endemi 

Corona Virus Disease 2019 telah 

berjalan dengan bagus. Penguasa 

lewat Departemen Finansial 

dalam perihal ini Direktorat 

Jenderal Pajak sudah 

menyiapkan sistem realisasi dan 

pula peliputan eksploitasi 

insentif pajak oleh wajib pajak 

buat mempermudah wajib pajak. 

Memanglah dalam 

pengaplikasiannya insentif pajak 

yang diserahkan menemui 

halangan ialah sedang 

terdapatnya harus pajak yang 

belum mengenali insentif pajak 

COVID- 19 ini. Hendak namun 

halangan itu bisa ditangani 

dengan melaksanakan 

pemasyarakatan dengan 

memakai metode online serta 

pula metode offline pada harus 

pajak yang berkuasa menyambut 

insentif pajak COVID- 19 

Penentuan pemberian insentif 

pajak selaku dorongan 

perekonomian nasional ialah 

opsi yang pas.  
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